
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 42 TAHUN 2018 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA LAYAK ANAK 
TAHUN 2019-2023 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dan 
pengembangan Kabu paten Tasikmalaya Layak Anak secara 
sistematis, terarah, tepat sasaran dan terpadu maka perlu 
penguatan kelembagaan dan pemenuhan hak anak dalam 5 
(lima) klaster yang ditu angkan dalam sebuah Rencana Aksi 
Daerah Kabupaten Tasikmalaya Layak Anak; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Layak Anak Tahun 2019-2023; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku ngan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diu bah dengan Un dang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ten tang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5882); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambaha n 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ; 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 4 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) ; 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahu n 2016 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind onesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 03 
Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlin dungan 
Anak ; 

8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempu an dan 
Perlindungan An ak Nomor 11 Tahun 201 1 tentang Kebijakan 
Pengembangan KabupatenJKota Layak An ak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 2 Nomor 168); 

9 . Peraturan Men teri Negara Pemberdayaan Perempu an dan 
Perlindun gan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang In dikator 
Kabupaten/ Kota Layak Anak (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 12 Nomor 169); 
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindun gan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan 
Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170); 

11 . Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Panduan 

Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 984) ; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 1); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 



Menetapkan 
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2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmayala Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 5) ; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Sususnan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 7); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA LAYAK ANAK TAHUN 2019-2023. 

BAB ! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupat i adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmala a . 
3 . Pemerin tah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Tasikmalaya Layak Anak Tahun 20 19-2023 
adalah dokumen rencana aksi daerah sebagai panduan kebijakan 
pengembangan menuju Kabupaten Tasikmalaya Layak Anak. 

BAB II 
SISTEMATlKA RENCAN AKSI DAERAH 

Pasa12 

Sistematika Rencana Aksi Daerah Kabupaten tasikmalaya Layak Anak Tahun 
2019-2023 meliputi : 

BABI 
BAB II 
BAB III 

BABIV 
BABV 

PENDAHULUAN. 
GAMBARAN UMUM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK 
RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA LAYAK 
ANAK 
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH 
PENUTUP. 
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Pasa13 

lsi dan uraian Rencana Aksi Daerah Kabupaten tasikmalaya Layak Anak Tahun 
2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in i. 

BABIII 

PENUTUP 

Pasal4 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 

pada tanggal 27 Desember 2018 

Plh. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASlKMALAYA, 

7 
H. IIN AMINUDIN 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 27 Desember 2018 

BUPATI TASIKMALAY , 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 201 9 NOMOR 42 


